VERBATIM HASIL WAWANCARA MENDALAM
 KAJIAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN UTILITAS UMUM
[bookmark: _GoBack]DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Bappeda
	Wawancara ke 1A
Nama		: Dwi
Jabatan		: Pejabat Bappeda
Tempat		: Ruang Kantor Bappeda
Hari/Tanggal	: Kamis, 28 April 2016 
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	Apakah kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara sudah cukup lengkap?
[bookmark: _Hlk488190507][bookmark: _Hlk488190516]Pergub & perda sudah ada ttg tata lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan rencana tata ruang wilayah, Rencana detail tata ruang daerah, pergub tentang sanitasi maupun masterplan. Namun kebijakan publik secara khusus terkait pelaksanaan pengelolaan utilitas umum yang terpadu belum ada.
Sejauhmanakah tujuan kebijakan tercapai?
[bookmark: _Hlk488190311]Dari kebijakan publik yang ada saat ini termasuk sudah banyak yang dicapai dan diimplementasikan di wilayah Kabupaten Temanggung.
Faktor-faktor apa saja yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dampak kebijakan?
[bookmark: _Hlk488190477]Biasanya faktor internal, yaitu koordinasi. Koordinasi sebetulnya bersifat makro, Peraturan koordinasi tidak ada tapi sudah ada peraturan untuk tim teknis, Tim teknis yang dimaksdukan sudah antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Ini sebagai alat koordinasi.
Apakah mekanisme pengambilan kebijakan yang diambil sudah berupaya mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat?
[bookmark: _Hlk488190490]Selama ini, kebijakan publik yang sudah ada sering mengambil aspirasi masyarakat. Contohnya dengan mengadakan FGD, mengundang pihak TELKOM, PDAM, dan lain sebagainya.
Apakah kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara sudah cukup jelas dan mudah dipahami?
[bookmark: _Hlk488190540]Kalau untuk penggalian terkait pelaksanaan penyediaan utilitas umum itu di luar PEMDA. Kalau pekerjaan di bawah PEMDA dari BAPPEDA, DPU, sudah ada wadahnya. Jadi lebih mudah koordinasinya. Jadi memang kebijakan publik untuk keterpaduan pelaksanaan penyediaan utilitas umum khususnya dari PLN, Telkom, dan PDAM belum ada.
Apakah kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor saudara sudah cukup terintegrasi / tidak tumpang tindih dengan kebijakan publik pada sektor lain?
[bookmark: _Hlk488190560]Yang sering bongkar pasang adalah teman-teman di luar SKPD. Misal, TELKOM, PDAM, dan PLN (yang paling jarang). Namun, di bawah Bupati ada kebijakan bahwa jika ada yang tidak ijin akan dihentikan karena sudah ada ketentuannya.
Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik agar terpadu?
[bookmark: _Hlk488190586]Saat ini sudah memiliki terobosan, yaitu terowongan jaringan bawah tanah. Rencananya tahun ini akan dibangun, DED nya akan selesai. Kalau untuk mengubah atau menambah kebijakan publliknya belum ada rencana kesitu.
Kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara cukup mudah untuk diimplementasikan?
[bookmark: _Hlk488190613]Kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan sudah jelas tertulis. Namun terkadang jika ada pelanggaran atau penyelewengan belum jelas tertulis hukumnya dan saat ini masih ada SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang mematuhi.
Kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara cukup update sesuai dengan perkembangan zaman?
Sebetulnya Indonesia tidak kalah dengan luar negeri, hanya saja peraturannya yang perlu ditegaskan. Selama ini kebijakan publik selalu mengikuti perkembangan zaman namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan.
Selama ini, kebijakan2 yang sudah ada sering mengambil aspirasi masyarakat. Contohnya dengan mengadakan FGD, mengundang TELKOM, PDAM, dll.
Strategi untuk meningkatkan agar lebih terpadu, ada masterplan (+-69) dengan masing2 tujuannya.
Sudah ada studi drainase, sanitasi, dsb. Hal tersebut dilakukan agar tidak bekerja sendiri2 karena sudah ada rangkanya.
Adakah badan yang menjadikan pembangunan penyediaan utilitas umum ini menjadi satu?
· Kalau badan tidak mungkin karena sebetulnya di sini sudah ada badan perijinan (KP3A), dari situ nanti yang kontak ke BAPPEDA.
· SDM kurang mematuhi.
Apakah masyarakat berperan aktif, seperti memberi masukan dalam pelaksanaan pengelolaan penyediaan air bersih,,listrik, dan telepon?  
Ya, masyarakat memberikan masukan-masukan jika ada pelaksanaan. Hanya saja tidak semua usulan masyarakat dapat dibangun / dilaksanakan karena keterbatasan dana dan adanya skala prioritas.
Apakah ada pelibatan warga dalam pelaksanaan pengelolaan penyediaan air bersih, listrik, dan telepon?
Jika dalam pelaksanaan pengelolaan penyediaan air bersih, listrik, dan telepon tidak melibatkan masyarakat.
Jika ada, pada tahap apakah masyarakat dilibatkan?
Masyarakat diberikan pengumuman atau pemberitahuan sebelum pelaksanaan pengelolaan utilitas umum. Pemberitahuan seputar bahwa akan ada galian, ataupun pemasangan terkait air bersih, telepn, maupun listrik.
Adakah kebiasaan/kegiatan (budaya masyarakat) yang dapat dipertahankan untuk mendukung pengelolaan penyediaan air bersih, listrik, dan telepon?
Saat ini ada BP SPAM. BP SPAM ini memiliki tim dimana ada dari aktivis masyarakat yang menjadi pengurus BP SPAM. BP SPAMS merupakan lembaga di desa dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat  pedesaan, sehingga masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan sarana air minum dan sanitasi secara efektif dan efisien serta, menciptakan perilaku hidup bersih.
Sejauh mana kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air bersih, listrik, dan telepon?
Kesadaran masyarakat lebih kepada galian yang bermasalah yang membuat kecelakaan. Teman-teman PDAM mengembangkan galian tidak sesuai dengan spec dari PU, harusnya sesuai kajian konstruksi. Jika ditemukan kasus itu, yang bertanggung jawab pihak penyedia (pengelola). Biasanya BAPPEDA, PU juga membantu dalam bentuk komunikasi (koordinasi).
Apakah pengetahuan masyarakat cukup tinggi akan peraturan dalam perawatan dan penggunaan?
Untuk perawatan dan penggunan pelanggan tidak terlalu rumit ya. Dalam arti memang yang perlu dirawat adalah sumbernya, misal PDAM ya pada sumber airnya berikut pipa-pipa yang menyalurkan air kepada masyarakat. Jadi tingkat pusat harus menetapkan standar minimal kinerja untuk PDAM, dengan mekanisme pemantauan, penegakan dan insentif.
Apakah masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi yang terkait pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan?
[bookmark: _Hlk488813936]Akses masyarakat didapatkan melalui musrembang, website.
Apakah dalam membuat perencanaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara selalu memperhatikan peraturan-peraturan dari lembaga lain?
[bookmark: _Hlk488813971]Pada intinya kami memberikan informasi atau pemberiahuan kepada PDAM, PLN, TELKOM jika kami akan membangun atau memperbaiki jalan.
Apakah dalam pelaksanaan penyediaan utilitas umum perkotaan  pada sektor di lingkungan kerja saudara tidak pernah terjadi complain dari kelompok / lembaga pengguna?
Pernah, ya pada saat pembangunan jalan mengganggu tiang listrik PLN, mengganggu pipa saluran PDAM dimana salurannya dapat berpindah lokasi menjadi lebih dalam atau berada ditengah jalan.
Adakah koordinasi dari lingkungan kerja saudara dengan lembaga penyedia lain dalam penyediaan utilitas umum perkotaan?
[bookmark: _Hlk488813984]Ya, sebelum memperbaiki atau membangung jalan kami memberi surat kepada instansi-instansi terkait, kemudian mengadakan pertemuan.
Adakah sosialisasi kepada masyarakat terkait penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara?
Sosialisasi khusus tidak ada, hanya memberikan surat berisi informasi pelaksanaan pembangunan kepada kelurahan atau RW/RT setempat.
Adakah koordinasi dengan calon pengguna dalam penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara?
Kalau pekerjaan kami kan mencakup jalan ya mba, jadi tidak memiliki calon pengguna.
Adakah jadwal yang disediakan untuk melakukan maintenance terhadap utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara?
Selama ini tidak dijadwalkan secara khusus. Kami melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada jalan.
Jika ada, setiap berapa lama?
Tidak tentu.
Apakah setiap melakukan maintenance selalu dilakukan koordinasi yang cukup  dengan lembaga-lembaga penyedia yang lain?
Tidak selalu mba. Selama sekiranya perbaikan tidak mengganggu pekerjaan isntanti lain, kami langsung mengerjakan pekerjaan kami.
Adakah pemberitahuan kepada pengguna saat melakukan maintenance utilitas umum perkotaan pada sektor kerja saudara?

Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum ini?
Jalan yang sudah kami perbaiki dibongkar oleh instansi lain, seperti PDAM dan TELKOM. Dimana saat pengembalian itu mereka tidak menutup galian dengan baik, artinya tidak rapi.
Apa masukan (ide) Bapak/Ibu/saudara tentang pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum terpadu?
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Dinas Pekerjaan Umum
	Wawancara ke 2A
Nama		: Hendro Suryana
Jabatan		: Pejabat DPU
Tempat		: Ruang Kerja DPU
Hari/Tanggal	: Sabtu,30 April 2016 
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2 tahun lalu ada kajian 1 lubang (FS). Yang masalah harus matching antara users selaku pemkab, PLN, PDAM, dll. Ternyata cost yang dibutuhkan banyak (mahal) dan beum ada kepastiannya, apakah user mau menggunakan.
Saat ini kami concern pembangunan drainase belum ke konsep yang ideal tapi kalau mau dipakai untuk utilitas HP, PDAM, masih bisa. Mungkin nanti sistem sewa. Kita juga tidak meungkin membangun seperti negara Eropa karena space yang kurang.
Terkait topografi kab. Temanggung, bisa - bisa saja dibangun.
Space yang saat ini disiapkan guna operation & maintenance.
Galian di PDAM mungkin ada di kecamatan (tanya PDAM).
Di sidoarjo sudah ada sistem & retribusinya. Telkom kadang2 belum punya masterplan dan masing2 memiliki pelanggan, bagaimana menyatukan ini?
[bookmark: _Hlk488814271]Misal DPU ada rencana aspal jalan, DPU kirim surat PDAM, TELKOM, ada ga rencana maintenance? Jika ada, tanggalnya dimajukan sebelum DPU mengerjakan aspal.
Konsen saat ini membangun jaringan drainase yang ideal, dalam arti bisa untuk pemeliharaan.
Untuk kebijakan public saat ini apakah sudah memadai?
Di kami ada SOP berkaitan dengan pekerjaan ke – PU – an yang berkaitan dan koordinasi:
1. Kirim surat kepada kepala wilayah, kabupaten, kecamatan dan desa.
2. Sosialisasi masyarakat
3. Koordinasi dengan instansi terkait utilitas.
Menyamakan kepentingan bukan hanya koordinasi saja.
	




PLN
	Wawancara ke 3A
Nama		: Pulung
Jabatan		: Pejabat PLN
Tempat		: Maguwoharjo, Sleman
Hari/Tanggal	: Sabtu,30 April 2016 
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	Pembangunan jaringan, menggali tanah, bagaimana terkait pembangunan bongkar pasang?
Biasanya PLN bongkar pasang & geser tiang dan ini biasanya permintaan suatu instansi. Contoh, kemarin RSUD memiliki lahan yang dialokasikan untuk parkir, dan apk Bupati meminta untuk menggeser tiang listrik karena mengganggu parkir dan kurang indah.
Kalau menggeser supaya tidak mengganggu saja atau bisa saja menyeberang.
Untuk PLN sendiri sampai saat ini belum ada yang komplain terkait ketidakrapian bongkar pasang tiang.
Koordinasi untuk penambahan jaringan.
Ijin dengan instansi yang bersangkutan yang memiliki aset.
Kalau koordinasi PLN, TELKOM, PDAM ?
Tidak karena dari segi anggaran turunnya berbeda. Dan kalau Telkom tingginya juga dibatasi, TELKOM & PLN tiangnya tinggi milik PLN. Memang selain itu, asset PLN dengan TELKOM juga sendiri (terpisah).
Ada yang pernah bertanya, kenapa TELKOM tidak satu tiang dengan PLN?
Nah, itu saya pernah menemukan tiang PLN menjadi satu dengan TV local (di cilacap).
Biaya investasinya besar tapi hanya estetika dan kerapian, tdiak terlalu menguntungkan. Kalau PLN kesulitannya pembebasan lahan.
Misal di Jakarta sudah pernah ada memakai kabel bawah tanah, kemudian ada pelebaran jalan, lama kelamaan posisinya ada di tengah jalan. Sebetulnya kalau gabungan dari beberapa instansi kan dananya lebih ringan (terkait gorong2). Sementara ini Pak Bupati menyarankan kabel bawah tanah, belum membangun gorong2.
Solusi ke depannyam supaya terpadu?
Dikelola oleh PEMDA karena kebanyakan asetnya melalui jalur2 dibawah PEMDA. Jadi akan lebih mudah jika PEMDA memfasilitasi. Saat ini kesulitannya pada lahan (pembebasan lahan).
Kalau dari topografi, kalau dibangun kabel tanah, apakah memungkinkan?
Kembali lagi kendalanya pada pembebasan lahan, kalua teknisnya saya rasa bisa saja.
Kebijakan public saat ini tentang pelaksanaan utilitas umum terpadu belum ada. Kemarin dari Solo ada wacana kabel PLN ditanam di bawah hanya belum ke konsep gorong2.
Pernahkah dalam pelaksanaan jaringan listrik melibatkan masyarakat?
[bookmark: _Hlk488814615]Keterlibatan masyarakat hanya sebatas memperhatikan kebersihan saja (misal: memotong pohon yang sudah mulai tinggi dan mengganggu jaringan). Diskusi dengan perangkat desa.
Apakah saat akan melakukan penggalian, harus ijin ke suatu badan (KP3A)?
Tidak, ijin hanya pada instansi terkait dengan warga.
Pernahkah ada protes dari warga?
Pasti ada. Solusinya apa? Pendekatan.
Langsung menemui namun tidak ada ganti rugi karena PLN memang diberi kewenangan (sudah ada pasal yang melindungi).
Apakah ke depannya perlu ada partisipasi masyarkat ?
Kalau kami lebih mengharapkan masyarakat jangan mempersulit terkait pengembangan jaringan / pun perbaikan.
Apakah ada ketentuan penempatan listrik ?
Ada. Jarak aman tiang listrik 2.5 m dari pohon atau bangunan.
	
















PDAM
	Wawancara ke 4A
Nama		: Edi
Jabatan		: Pejabat PDAM
Tempat		: Kantor PDAM
Hari/Tanggal	: Senin, 2 Mei 2016 
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	Kebijakan publik untuk koordinasi ?
Sampai hari ini belum pernah ada, tiap ada proyek baru disampaikan ke sana.
PDAM jika ada pelaksanaan utilitas umum, ijinnya kemana?
Ke Bina Marga tembusan ke DPU, tergantung kepemilikan jalan. Kalau di kabupaten hanya ijin ke DPU.
Kendala yang sering ditemui?
Penyediaan infrastruktur terkait lahan terutama lahan milik masyarakat.
Selama ini apakah ada jadwal/timeline dan instansi lain?
[bookmark: _Hlk488815827]Belum, DPU pun masih jalan sendiri. Misal, DPU ada perlu memperbaiki irigasi maka DPU baru memberikan pemberitahuan lewat surat. Pipa tidak bisa dipindahkan maka memuat pipa baru
Wacana gorong2 blm pernah ada, baru cerita2 saja.
Saran/masukan agar pengelolaan terpadu tdk bongakar pasang ?
[bookmark: _Hlk488816683]Pemda menjadi manager kota, sehingga semua ijin untuk kegiatan2 yang ada di kota masuk di Kepala daerah agar menjadi legal. Walaupun nanti prakteknya BAPPEDA sebagai pengawasnya karena selama ini Pemda juga tidak pernah / tidak selalu tahu ada kegiatan tersebut.
Partisipasi masyarakat dilibatkan ?
Di samping melalui surat dan pendekatan langsung.
Adakah organisasi masyarakat yang membantu untuk memberi masukan / ikut langsung sbg pelaksana ?
[bookmark: _Hlk488815849]Sampai saat ini belum ada, namun dari RT/RW menyampaikan masukan terkait pengendalian pelaksanaan. Kemudian kami kembalikan.
Bagaimana kalau finishingnya dari masyarakat (masyarakat sebagai pelaksana akhir) ?
Ya, kami sudah sering melakukan itu dalam dana berasal dari PDAM.
Kalau aspal kita tetap bekerja sama dengan kontraktor / DPU. Kita tidak mau selalu dikomplain karena keluhan PDAM itu galian.
Sejauh mana pengetahuan masyarakat secara teknis pelaksanaan penyediaan utilitas?
[bookmark: _Hlk488815880]Masyarakat tidak tahu dengan cenderung pasif.
Apakah ada ketentuan2 saat pembangunan jaringan?
Ada, kedalaman.
	




PDAM
	Wawancara ke 5A
Nama		: Arif
Jabatan		: Kabag Teknik
Tempat		: Kantor PDAM Temanggung
Hari/Tanggal	: Senin, 2 Mei 2016
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	Kendala yang sering ditemui di lapangan untuk pemasangan jaringan?
Kalau di jalur Bina Marga provinsi/jalur nasional, kendalanya perihal perijinan.
Pembangunan masih bongkar pasang antar instansi. Kira2 apa saran Bapak ?
Koordinasi harus dimulai dari pusat. Karena selama ini tidak ada koordinasi. Karena kalau pelaksanaan penggalian tidak hanya PDAM.
Kalau dari TELKOM biasanya pengembaliannya yang kurang baik sehingga mengganggu pipa PDAM. Namun saat ini untuk TELKOM dengan PDAM secara intern sama2 tau, tidak saling menuntut.
Selama ini belum ada badan / organisasi perijinan untuk mengatur?
Belum.
Untuk maintenance biasanya memerlukan waktu berapa lama?
Tergantung aksesorisnya missal pipa < 2 inchi, kira2 3 hari.
Sistem pelaksanaan penyediaan PDAM saat ini sudah sesuai dengan aspek keruangan belum?
Kalau untuk daerah perkotaan sudah, namun jika di pedesaan tidak semua karena juga ada Pamsimas. Pada Pamsimas, PDAM membantu memberikan training rata2 secara teknis, dari awal penentuan lokasi, PDAM dilibatkan. Selanjutnya tidak dalam naungan PDAM lagi.
	









Dinas Pekerjaan Umum
	Wawancara ke 6A
Nama		: Edy P.
Jabatan		: Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang DPU 
Tempat		: Kantor DPU
Hari/Tanggal	: Selasa, 3 Mei 2016 
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	Bagaimana tanggapan bapak terkait pelaksanaan yang masih belum terintegrasi?
Kita sudah punya rencana namun belum selesai di mana itu harus ada sinergitas kolaborasi dari stakeholder yang menangani utilitas. Leading sectornya adalah DPU karena yang memiliki wewenang. Sudah ada DED nya.
Kalau saat ini yang direncankan untuk seluruh Temanggung atau untuk local (wilayah tertentu)?
Ini baru rencan saja, baru terbangun sedikit.
Kendala selama ini ?
Banyak merugikan dari TELKOM & PDAM, jika dinas Cipta Karya menggali untuk drainasi, pipa PDAM ada yang pecah. Tapi kami sudah memberikan surat, sebelum itu mengadakan rapat. Intinya koordinasi.
Jadi memang belum ada kebijakan ya pak?
Ya belum,
Kalau ada bongkar atau penggalian apakah ada pemberitahuan ke masyarakat?
Ya melalui kepala desa.
Keluhan masyarakat untuk cipta karya?
Dalam penggalian pengembaliannya tidak sempurna.

	





TELKOM
	Wawancara ke 7A
Nama		: Joko Suseno
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	Selama ini menurut bapak kebijakan publik di Telkom apakah sudah lengkap?
Kalau secara internal kita itu kebijakan ya hmmm terkait kebijakan itu sebenernya mengacu ke Pemda, nah sebenanrnya ini kan masalah ijin ya, jadi yang kita keluarkan itu biasanya kebijakan teknis. Nanti waktu kebijakan teknis ini disurvey di lapangan itu nanti otomatis kan akan intersection dengan Pemda ni ya. Nanti kebijakan Pemdanya seperti apa, oleh karena itu biasanya kita ijin. Nah ijin ini kan biasanya untuk mensinkronisasi kebijakan. Jadi saat pelaksanaan itu boleh atau tidak, terus nanti kan disesuaikan dengan RUTR sama Kawasan dan Tata Ruang. Makannya setiap 5 tahun sekali biasanya kita diajak untuk rembukan sama temen-temen Bappeda disini untuk menentukan supaya kita sinkron dengan Pemda. Tapi di kita (TELKOM) spesifik untuk kebijakan publik itu tidak dikeluarkan secara detail. Pokoknya harus kompleks dengan kebijakan setempat.
Sejauhmanakah tujuan kebijakan tercapai?
Ya kalau bagi kita kebijakan publik simple is good. Tapi kan tidak bisa se sesimple itu karena ada kaitannya dengan yang lain. Jadi ya yang penting kalau kita masuk ke ranah publik bisa masuk, bisa menyesuaikan.
Selama ini pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum yang bongkar pasang itu, adakah pihak TELKOM koordinasi terlebih dahulu dengan PDAM, PLN?
Belum pernah mba. Kalau untuk hal koordinasi dengan company lain belum pernah ada. Kita itu ketemunya itu diwaktu dengan pemerintah saat pembuatan RTRW.
Berarti pertemuannya jangka waktunya lama ya pak?
Iya biasanya 5 tahun sekali. Karena ngumpulnya disana, nah nanti kalau misal ada pekerjaan ya kita ke PU mba. Ke PU untuk ijin dan pemberitahuan dengan menyesuaikan aturan-aturannya. Memang kita di Indonesia jeleknya gitu. Karena kita, ya kalau aku bilang itu secara lingkungan bisnisnya itu tidak dimediasi atau tidak di fasilitasi. Jadi semisal gini, hmmm ambil contoh ya kalau di Jepang misal orang buat rumah, dengan ijin. Kalau mereka sudah mengeluarkan ijin, mereka (Pemkot) bertanggung jawab atas utilitas umum yang ada disitu. Kayak telekomunikasi listrik, air, gas kalo disana juga ya. Jadi pemerintah menyediakan, memfasilitasi, kalau sampai ada yang kurang itu jadi kesalahan pemerintah. Masyarakat tidak bergantung pada suatu operator karena kabel dan optik milik negara.
Apakah kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor bapak sudah cukup terintegrasi / tidak tumpang tindih dengan kebijakan publik pada sektor lain?
Ya kalau di kita karena Pemerintah tidak memfasilitasi, maka kita menyediakan dan banyak kan yang menyediakan. Jadi semua membangun dan membangunnya jadi tidak terkendali. Kita bicara bisnis ya mengapa kok kesannya bongkar gali begitu ya, kadang kerjaan itu yang menutup bukan kita misal ada kerjasama lain mereka yang menawar untuk “kita saja nanti yang menutup”. Lha nantinya complain tetap ke kita.
Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum ini?
Ya tadi itu mba, salah satunya birokrasi. Ini sebenarnya juga kaya case disini, pemdanya saat membuat trotoar disini, mereka menyediakan polongan (terowongan), medianya waktu itu untuk Telkom atau siapa begitu yang company telekomunikasi. Tapi karena tidak konsultasi sama kita ya jadi ga sesuai spect, ga sesuai gini kan jadi ga bisa dipakai. Jadi kita kan kabel panjang terbatas, harus ada titik sambung, diameter juga, ya akhirnya ga kepakai. Nah komunikasi nih kurang, kita juga sudah menyampaikan tapi kenyataannya sulit.
Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik agar terpadu?
Jadi kalau menurut aku ya untuk kebijakan publik seperti itu terkait utilitas umum hmmm apa ya, bayangkan aku ya itu harusnya sudah di level undang-undang. Undang-undang pengaturan ruang publik untuk keperluan utilitas umum. Misal Pemerintah sudah menentukan kalau membuat trotoar itu harus ada polongannya (terowongan) dengan spect ini ini ini, terus sewanya berapa.
Kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara cukup update sesuai dengan perkembangan zaman?
Ya kebijakan publik harus ditingkatkan. Jadi nantinya ga seperti ini terus kan bongkar pasang. Kita juga malah seneng kalau teratur begitu, lebih cepat, lebih baik.
Dalam pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum selama ini apakah melibatkan masyarakat?
Ga. Selama ini belum pernah.
Alasannya apa pak?
Ya kan kita pengennya cepet selesai gitu kan. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan dikita itu lebih sering bersinggungan, artinya mmm potensial konfilik dengan masyarakat itu kan tidak sebesar PLN misalnya ya. Misalnya PLN nanem gardu induk, bikin tower itu kan potensial konfliknya dengan masyarakat tinggi. Kalau di kita kan belum sampe seperti itu. Paling misal contoh saja membuat gorong-gorong, kalau seperti itu ada sosialisasi ke warga sekitar kemudian kompensasi begitu, tapi setelah itu kita serahkan ke pemborong udah include project sudah bukan Telkom lagi
Jadi tidak perlu melibatkan masyarakat atau bagaimana pak?
Mmmm bisa melibatkan masyarakat tapi pekerjaan tertentu ya. Kalau memang bersinggungan betul ya yang potensi yang mengganggu. Kalau cuma gali satu titik kemudian ngebor ya kita cukup dengan pemda saja. Kalau sampe mendirikan tower ya lama itu, nanti dengan warga ngumpul begitu. Makannya sekarang tower sudah kita keluarkan dari bisnis. Sekarang sudah ada perusahaan sendiri, perusahaan swasta. Jadi nanti mereka ya kasarannya nanti bicara dengan masyarakat, yang bersinggungan dengan masyarakat. Itu jadi mmm lebih win-win, kita sistem sewa saja kan urusan kaya gitu capek mba, dengan masyarakat itu. Waktunya lebih cepat dan masyarakat juga ada yang ngurusi. Jadi kita mencoba mengurangi komflik, jadi jawabnya gambang ooo itu bukan punya kita, itu punya PT.Tower Bersama misalnya.
Apakah masyarakat berperan aktif, seperti memberi masukan dalam pelaksanaan pengelolaan penyediaan telepon?
O ga si mba. Kita ga bersinggungan dengan masyarakat yang secara langsung seperti itu.
Sejauh mana kesadaran masyarakat dalam pengelolaan telepon?
Masyarakat juga udah aware. Misalnya ya kaya kita lihat kalau dipinggir jalan temen-temen ada yang naik tangga itu. Ooo ya berarti sedang pemasangan atau perbaikan.
Sejauh apa keterbukaan kepada masyarakat terkait perencanaan, anggaran dalam pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan?
Hmmm kalau perencanaan nanti kita da iklan biasanya ada pemberitahuan kan sekaligus mengenalkan ke masyarakat supaya masyarakat tertarik juga kan. Tapi kalau sampai anggaran ga sih mba.
Apakah masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi yang terkait pengelolaan penyediaan utilitas umum perkotaan?
Ya kita kana da website nya mba dan aplikasi bisa didownload di googleplay. Jadi bisa lihat disitu.
Apakah dalam membuat perencanaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara selalu memperhatikan peraturan-peraturan dari lembaga lain?
Kita hanya mengacu pada Pemda sih mba. Ga tau aturan-aturan company lain apalagi company di luar telekomunikasi.
Apakah dalam pelaksanaan penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara tidak pernah terjadi complain dari kelompok / lembaga pengguna?
Disini tu hmmm apa ya, untuk wilayah kota ya itu ga ada databasenya. Misalnya PU punya kerjaan drainsae, kemudian pipa ada yang kena, kabel juga, ini karena PU ga punya databasenya. Ini jadinya menghambat pelayanan, menyebabkan complain dan pekerjaan lain juga menjadi molor.
Adakah koordinasi dari lingkungan kerja saudara dengan lembaga penyedia lain dalam penyediaan utilitas umum perkotaan?
Kita hanya ke pemda saja mba. Kecuali memang ada kerjasama dengan instansi lain.
Adakah sosialisasi kepada masyarakat terkait penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara?
Kalau saat memasang jaringan baru atau sedang menggali untuk perbaikan ya kita memberi informasi di wilayah setempat. Melalui kelurahan, RT begitu mba, kalau sosialisasi khusus yang samapai gimana-gimana ga ada.
Adakah koordinasi dengan calon pengguna dalam penyediaan utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara?
Oya mba, kan kalau ada permintaan jaringan dari masyarakat calon pengguna itu mba.
Adakah jadwal yang disediakan untuk melakukan maintenance terhadap utilitas umum perkotaan pada sektor di lingkungan kerja saudara?
Ya ada jadwal maintenance. Jadi di kita itu ada jadwal yang namanya corrective maintenance. Corrective maintenance itu ya gangguan itu, pelanggan lapor baru kita perbaiki. Ada preventif juga itu kan misalnya kabelnya sudah tua, kita ganti. Ada juga yang kegiatan untuk menjaga itu istilahnya kalau di kita itu pengukuran rutin ya. Jadi misalnya kualitas kabel optik yang isi maupun kosong itu kan diukur tiap per bulan misalnya suatu saat dipakai, tapi ini lebih ke cek rutin.
Jika ada, setiap berapa lama?
Tergantung maintenance nya itu tadi mba.
Apakah setiap melakukan maintenance selalu dilakukan koordinasi yang cukup dengan lembaga-lembaga penyedia yang lain?
Oo ga si mba, ke pemda saja. Kalau project tertentu ya bisa, project base. Kalau misalnya kereta api, dulu kita nanam kabel optic di pinggir rel, karena rutenya sudah jadi, ya sudah kita deal. Kalau misal jaringan kita nabrak tiang PLN begitu ya nanti ada cost nya.
Adakah pemberitahuan kepada pengguna saat melakukan maintenance utilitas umum perkotaan pada sektor kerja saudara?
Ya ada itu.
Untuk kedepannya apakah perlu koordinasi dengan instansi lain terkait penyediaan utilitas umum?
Ya kalau koordinasi sih kita sebenarnya hanya butuh data base itu. Pemda harus punya data base public utility, infrastructure. Misal ada pembangunan ooo disni ada pipa PDAM ada 3, jalurnya kesini.
Kalau dari pihak Telkom sendiri terkait database apakah sudah mengumpulkan data-data jaringan yang sudah dibangun?
Ya ada, formatnya format peta sih. Ya kita ngikutin perkembangan jaman lah ya.
Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum ini?
Kadang pemborong itu kalau merusak pipa PDAM misalnya, tidak bilang dan tidak diperbaiki langsung ditimbun saja. Lha nanti yang terkena complain kita to, Telkom. Jadi semua ni harusnya ikut memperhatikan.
Apa masukan (ide) Bapak/Ibu/saudara tentang pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum terpadu?
Sekarang itu masih keputusan Bupati ya atau Gubernur. Coba kalau itu jadi Undang-Undang jadi orang ga akan sembarangan termasuk developer. Kalau Pemerintah ga ngatur itu ya ga terkendali nah ini menimbulkan pembangunan yang ga layak.
Kalau dari segi keruangan sendiri pembangunan di Temanggung ini sulitkah untuk Telkom?
Iya kan kita disini itu medannya berat ya, banyak bukitnya gitu kan..dan secara bisnis tu disini daya belinya pas, sehingga kita tu juga ekspansi tu ga kaya di kota Semarang lah. Memang ada 2 hal ada yang mandatory dan ada yang kita harus cari untung. Jadi misal program sekolah pintar, nah kalo itu sekolah plosokpun mau gamau kita tarik jaringan kesana. Itu yang buat disini itu berat itu supaya masuk itungan bisnis di medan yang berat. Secara teknik sih bisa tapi biaya lebih tinggi.
Adakah ketentuan dalam penempatan pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum?
Oya ada.
Jika ada, apa saja ketentuannya?
Ya kedalamannya, main hole ukurannya tempat kabel itu berapa. Jadi kita punya itu namanya dokumen Fundamental Technical Plan, sampai cara nyambung kabel juga sudah ada aturannya.
Kendala apasajakah yang ditemui di lapangan?
Kalau saat menggali ada aset milik instansi lain kayak pipa PDAM begitu yang posisinya ga lurus-lurus aja, kita kan gatau arahnya kemana. Bisa mengganggu pengerjaan dan bisa merusak juga. Ya sama-sama merugikan lah.
Menurut saudara, apakah sistem penyediaan utilitas umum perkotaan saat ini sudah sesuai sehingga mencapai pembangunan yang berkelajutan?
Ya kalau dikatakan sesuai bisa saja nyatanya jalan. Tapi kalau ideal ya jauh.
Menurut saudara, bagaimana kelengkapan wilayah Kabupaten Temanggung yang mendukung penyediaan utilitas umum perkotaan?
Kurang lengkap ya. Masih gitu-gitu aja belum ada kemajuan yang gimana begitu. Rata-rata di Indonesia memang masih begitu. Belum ada fasilitas dari pemerintah.
Apakah selama ini benar ada keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pengelolaan penyediaan utilitas umum?
Ya itu jelas ada mba. 
Jika ya, seperti apa keluhan dari masyarakat?
Galian-galian yang tidak rapi atau tidak ada tandanya begitu kan bisa kecelakaan. Kadang gitu juga bukan dari kita saja sih.
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